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ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal telah menimbulkan problematika hukum dalam penerapannya. Pemerintah belum menemukan formula yang tepat untuk melaksanakan putusan MK, karena terkait factor konstitusionalitas. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan  perundang-undangan dan kepustakaan. Pelaksanaan putusan MK yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal menimbulkan problematika hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan  pelaksanaan putusan MK Nomor 135/2024 mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal berpotensi melanggar konstitusi itu sendiri. Kesimpulan dari penelitian ini, eksekusi putusan MK perlu didahului amandemen terbatas UUD 1945 Pasal 22E ayat (1) dan (2) yang mengatur landasan konstitusionalitas Pemilu lima tahunan dengan skema lima kotak serta Pasal 18 ayat (3) dan (4) yang mengatur Pemerintahan Daerah. 
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I. PENDAHULUAN
Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, Pemilu selalu dijadikan indicator apakah sebuah Negara bisa dikatakan sebagai Negara demokrasi atau bukan.  Sistem demokrasi hingga saat ini masih dianggap sebagai model terbaik dalam pengelolaan suatu Negara. Sehingga tidak heran, apabila banyak Negara-negara di dunia yang kemudian beralih dari sebelumnya bercorak otoriter menjadi Negara Demokrasi.
	Sebuah laporan studi yang disponsori oleh salah satu organ PBB yaitu UNESCO, pada tahun 1950-an menyebutkan bahwa tidak ada tanggapan yang menolak demokrasi sebagai landasan dan system paling tepat dan ideal bagi semua organisasi dan organisasi modern. Dan umumnya, tidak ada Negara-negara yang langsung menjelma menjadi Negara demokrasi. Semua Negara demokrasi melalui proses perjalanan sejarah yang panjang[footnoteRef:1].  [1:  Zacky Antony; Pers, Negara Hukum dan Demokrasi, PT. Semesta Rakyat Merdeka, Jakarta 2019, hlm 23. ] 

	Negara Indonesia menjadi Negara demokrasi melalui huru hara 1998 lewat gerakan massa mahasiswa. Tuntutan utama mahasiswa ketika itu adalah menurunkan Presiden Soeharto. Setidaknya, ada tiga corak pemerintahan orde baru yang menjadi alas an mahasiswa menuntut reformasi di segala bidang, seperti reformasi politik, hukum dan ekonomi. 
	Tiga corak pemerintahan orde baru tersebut adalah. Pertama, sentralistik. Presiden Soeharto menjalankan pemerintahan selama 32 tahun dengan cara tersentral dari ibukota Jakarta. Semua urusan ditaangani pemerintah pusat. Dan pemerintah daerah tidak lebih dari sebagai pelengkap. Sentralisme mewabah di semua urusan. Seperti pemerintahan, politik, hukum, ekonomi, social budaya. 
	Sentralisme politik misalnya, semua kandidat calon gubernur, calon bupati dan calon walikota ditentukan oleh Jakarta. Dalam hal ini, para kandidat kepala daerah harus mendapat “restu” dari apa yang disebut jalur ABG (ABRI, Birokrasi dan Golkar) sebagai mesin politik utama orde baru. 
	Dua, corak militeristik. Presiden Soeharto yang berlatarbelakang militer memberi pengaruh terhadap iklim politik dan pemerintahan. Penanganan masalah-masalah rakyat seringkali digunakan pendekatan militer. Gaya militer seperti ini seringkali menimbulkan korban di pihak rakyat. Seperti kasus Talangsari, penculikan aktivis, penembakan misterius, dll.
	Tiga, corak otoriteristik. Pendekatan cara-cara militer selalu diikuti dengan watak ororiter yang sangat anti demokrasi. Ruang kebebasan rakyat bersuara disumbat. Unjukrasa atau aksi demontrasi adalah barang langka. Sehingga lambat laun aspirasi yang tidak menemukan saluran semakin membesar. Dan makin tak terbendung. Hingga meletuslah peristiwa 1998. 
	Pengalaman pahit selama rezim orde baru itu menjadi bahan koreksi perjuangan mahasiswa. Dalam tempo tidak lama, wajah Indonesia berubah melalui reformasi politik, hukum, pemerintahan, ekonomi, social budaya dll. Perubahan paling fundamental dirasakan adalah dalam sistem politik. 
	Semua perubahan itu diawali amandemen UUD 1945. Kedudukan MPR yang sebelumnya sangat kuat dan dianggap sebagai penjelmaan rakyat Indonesia, berubah menjadi lembaga Negara biasa. Kedaulatan kemudian diletakkan di tangan rakyat dan dijalankan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Pasca amandemen, MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi Negara[footnoteRef:2].  [2:  Lihat perubahan pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen.] 

	Setelah amandemen, pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berbunyi: kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.  Pasal tersebut berubah secara mendasar bila dibandingkan sebelum amandemen yang berbunyi: kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 
	Perubahan kedudukan MPR berimplikasi terhadap reformasi politik seperti tuntutan gerakan reformasi mahasiswa tahun 1998. Implikasi politiknya antara lain MPR tidak lagi memilih presiden dan wakil presiden. Berdasarkan ketentuan pasal 6A UUD 1945, pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.
	Dan sejak itu, mulailah iklim demokrasi langsung mewarnai pentas politik nasional. Tak hanya Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung, berikutnya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota juga dipilih secara langsung. 
	Sistem Pemilu juga mengalami perubahan dari sistem proporsional tertutup berganti menjadi sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak. Berdasarkan sistem ini, caleg jadi tidak lagi ditentukan berdasarkan nomor urut, melainkan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak. 
	Berdasarkan ketentuan Pasal 22E UUD 1945, pelaksanaan Pemilu dilakukan secara nasional setiap lima tahun sekali dengan berlandaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 
	Selain mengubah kedudukan MPR menjadi lembaga Negara biasa, amandemen UUD 1945 juga membentuk lembaga-lembaga Negara baru. Salah satunya yaitu pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama Mahkamah Agung (MK)[footnoteRef:3]. Keberadaan MK mengubah potret penegakan hukum di tanah air karena MK diberi kewenangan konstitusional. Menurut ketentuan Pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945, kewenangan MK meliputi: pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dua, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Tiga, memutus pembubaran partai politik. Empat, memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.  [3:  Lihat Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. ] 










II. LANDASAN TEORI
A. Pengertian Konstitusi dan Konstitusionalisme
		Konstitusi memiliki kedudukan sebagai sumber hukum tertinggi dalam sebuah negara hukum. Kedudukan konstitusi dalam bingkai negara hukum menempati posisi yang istimewa. Kata konstitusi sendiri berasal dari Prancis, Constituer yang berarti membentuk. Makna membentuk tersebut berarti pembentukan suatu negara atau penyusunan pembentukan negara. Sedangkan kata konstitusionalisme mengandung makna sebagai paham mengenai pembatsaan kekuasaan dan jaminan hak-hak asasi manusia melalui konstitusi. 

B. Fungsi Konstitusi
	Konstitusi memiliki beberapa fungsi. Para ahli tata negara punya pendapat beragam mengenai fungsi konstitusi. Tetapi secara substansi mengandung kesamaan. Sedikitnya ada delapan fungsi konsitusi menurut Prof. Dr. Jimly Asshidiqqie yaitu:
1. Fungsi Penentu dan Pembatasan Kekuasaan Negara
2. Fungsi Pengatur Hubungan Kekuasaan Antar Organ Negara
3. Fungsi Pengatur Hubungan Antar Organ Negara dengan Warga Negara
4. Fungsi Pemberi atau Sumber Legisitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan negara.
5. Fungsi pengatur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (rakyat) kepada organ negara.
6. Fungsi simbolik sebagai pemersatu sebagai sumber rujukan identitas dan keagungan kebangsaan.
7. Fungsi sebagai saraya pengendalian masyarakat (social control) baik dalam arti sempit di bidang politik saja, maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial, budaya dan ekonomi. 
8. Fungsi sebagai sarana perekayasa dan dan pembaruan masyarakat (social enginering dan social reform).

C. Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia dibentuk berdasarkan perubahan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lingkungan badan peradilan di bawahnya meliputi lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan pengadilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Mahkamah Konstitusi memiliki lima fungsi:
1. Pengawal konstitusi (the guardian of the constitution)
2. Penafsir final konstitusi (the final interpreter of the constitution)
3. Pelindung Hak Asasi Manusia (the protec of human rights)
4. Pelindung hak konstitutional warga negara (the protec of citizen’s constitutional right)
5. Pelindung demokrasi (the protec of democration)

D. Kewenangan dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi
		Berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat 1 dan 2, Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban. 
Kewenangan Mahkamah Konstitusi:
1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar
2. Memutus sengketa kewenangan yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus sengketa perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.
Sedangkan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. 












III. METODELOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kepustakaan. Penelitian hukum normatif lebih fokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah hukum. Penelitian hukum normatif adalah jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latabelakang sebagaimana diuraikan di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
a. Bagaimana dampak hukum putusan Mahkamah Konstitusi 135/PUU-XXII/2024?
b. Bagaimana tinjauan konstitusi UUD 1945 terhadap putusan Mahkamah Konstitusi 135/PUU-XXII/2024?









IV. PEMBAHASAN
A. Dampak hukum Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait uji materi UU No 7 tahun 2017 Tentang Pemilu dan UU No 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang diajukan oleh Yayasan Perludem.
	Berdasarkan Putusan 135, MK menyatakan Pasal 167 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekutan hukum mengikat secara besyarat sepanjang kedepan tidak dimaknai “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwkailan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional”.
	Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekutan hukum secara bersyarat sepanjang kedepan tidak dimaknai “Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwkailan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden diselenggarakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.” 
	Putusan MK di atas berdampak panjang terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang selama diselenggarakan secara serentak namun terpisah. Adapun dampak putusan 135 meliputi:
1. Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal 
Putusan MK berdampak pada pemisahan penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional dan Pemilu yang bersifat lokal. Dalam putusan 135 tersebut, MK memberi jedah waktu 2 – 2,5 tahun bagi pemerintah untuk menyelenggarakan Pemilu Lokal setelah Pemilu Nasional. Ini berarti, setelah Pemilu Nasional 2029 untuk memilih anggota DPR, DPD dan Presiden/Wakil Presiden, akan dilanjutkan Pemilu Lokal untuk memilih Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota. 
2. Perpanjangan Anggota DPRD 2 sampai 2,5 Tahun 
Pada tahun 2024, Negara Indonesia telah menyelenggarakan pesta demokrasi untuk memilih pemimpin di tingkat nasional. Pemilu Nasional diselenggarakan 9 Februari 2024 untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Pemilu ini sering disebut skema Pemilu Lima Kotak karena ada 5 kotak suara dan 5 surat suara yang digunakan guna menyalurkan kedaulatan rakyat. 
Kemudian dilanjutkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024 untuk memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Hal ini berarti, periodesasi Presiden/Wakil PResiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Indonesia akan berakhir tahun 2029. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, maka Pemilu harus diselenggarakan lagi pada tahun 2029. Dengan adanya putusan MK 135 Mengenai Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal, maka Pemilu tahun 2029 diselenggarakan untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, Anggota DPR dan Anggota DPD. Skema Pemilu Nasional berubah dari 5 kota menjadi 3 kotak. 
Sedangkan Pemilihan anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota digabung dengan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Ini disebut Pemilu Lokal karena orang yang dipilih untuk menempati jabatan yang bersifat lokal. Penyelenggaraan Pemilu lokal berdasarkan putusan MK adalah 2 – 2,5 tahun setelah Pemilu Nasional. Karena Pemilu Nasional diselenggarakan tahun 2029, maka Pemilu Lokal dilaksanakan dalam rentang tahun 2031 atau 2032. 
Permasalahannya adalah, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2024 akan berakhir masa jabatannya pada Juli – September 2029. Ini menimbulkan konsekuensi kekosongan jabatan kursi Anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota sejak 2029 sampai penyelenggaraan Pemilu Lokal.
Namun prinsip penyelenggaan pemerintahan tidak boleh terjadi kekosongan. Oleh karena itu, ada beberapa kemungkinan opsi solusi atau pilihan langkah pemerintah yang mengundang perdebatan hukum:
a. Perpanjangan masa jabatan anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2024 sampai terpilih anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu Lokal 2031 atau 2032. 
b. Penunjukan Pejabatan Sementara Anggota DPRD. 
Diantara dua opsi tersebut, opsi perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sepertinya lebih memungkinkan untuk dilakukan. Sebab, berdasarkan konstitusi pasal 22E ayat (2), anggota DPRD harus dipilih. Tidak boleh ditunjuk. Selain itu, dalam sistem ketatanegaraan modern tidak dikenal istilah Pjs anggota dewan. Penunjukan Pjs anggota dewan (legislatif) tidak lazim dilakukan. Selama ini, Pjs hanya merujuk pada pengisian pejabat untuk kepala daerah (eksekutif).
Akan tetapi perpanjangan masa jabatan anggota DPRD pun tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu tidak mengantisipasi kekosongan kursi DPRD oleh karenanya juga tidak mengatur perpanjangan masa jabatan anggota DPRD. 
3. Revisi Undang –Undang Pemilu
Apabila pemerintah ingin menempuh opsi perpanjangan masa jabatan anggota DPRD, maka satu-satunya jalan konstitusional adalah dengan merevisi UU Pemilu. Hal ini agar perpanjangan masa jabatan anggota DPRD memiliki landasan hukum. Tanpa revisi UU Pemilu maka langkah memperpanjang masa jabatan anggota DPRD tidak memiliki dasar hukum. Hal ini bisa berakhir pada produk yang dihasilkan oleh anggota dewan antar waktu tersebut. 

B. Tinjauan Konstitusi UUD 1945 Terhadap Putusan 135/2024
Putusan Mahkamah Konstitusi 135/PUU-XXII/2024 yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo pada hari Kamis 26 Juni 2025 memicu perdebatan hukum. Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan konstitusional berdasarkan UUD 1945 tidak boleh membuat putusan yang bertentangan dengan konstitusi itu sendiri. 
1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga Negara baru pemegang kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Landasan konstitusional Mahkamah Konstitusi diatur di dalam pasal 24 ayat (2) yang berbunyi: 
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Sedangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi diberikan oleh konstitusi melalui Pasal 24 C yang berbunyi:
(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhirnya yang putusannya bersifat final untk menguji undang-undang terhadap undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum. 
(2) Mahkamah Konstitusi wajjib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. 

Berdasarkan ketentuan pasal 24C ayat (1) dan (2) di atas, Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban. 
Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah: 
a. Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar
b. Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.
c. Memutus pembubaran Partai Politik
d. Memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum. 

Sedangkan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah: memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar. 

2. Pemilihan Umum 
Pemilihan Umum di dalam konstitusi UUD 1945 diatur di dalam bab VIIB Pasal 22E yang berbunyi sebagai berikut:
(1) Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
(2) Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(3) Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik. 
(4) Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
(5) Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
(6) Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Umum diatur dengan Undang-Undang. 

Potensi Melanggar Konstitusi
Pelaksanaan Putusan MK No 135/2024 mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal berpotensi melanggar konstitusi Pasal 22E ayat (1) yang menyatakan Pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Apabila Pemilu Lokal untuk memilih anggota DPRD diselenggarakan pada tahun 2031 (2-2,5 tahun setelah Pemilu regular 2029), maka jelas Pemilu tersebut menabrak konstitusi. Pemilu yang diselenggarkan tanpa landasan konstitusi adalah inkonstitusional. 
Disamping itu, putusan MK No 135/2024 juga berpotensi melanggar pasal 22 E ayat (2) yang menyatakan Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
Pasal 22E ayat (2) mengatur skema Pemilu lima kotak. Namun putusan MK No 135/2024 mengubahnya menjadi skema Pemilu tiga kotak yaitu memilih Presiden/Wakil Presiden, Anggota DPR dan Anggota DPD.
Putusan MK tidak bisa mengubah norma di dalam konstitusi UUD 1945. Sebab, kewenangan MK yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, apabila putusan MK ingin dilaksanakan, maka harus dilakukan amandemen terbatas UUD 1945 khususnya Pasal 22E ayat (1) dan (2).

3. Pemilihan Kepala Daerah
Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memiliki landasan hukum berbeda di dalam konsititusi UUD 1945. Pemilu berlandaskan pada Pasal 22E. Sedangkan Pilkada berlandaskan pada Pasal 18 bab VI yang mengatur pemerintahan Daerah. Pasal 18 ayat (4) yang berbunyi: 
“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.”

Perintah konstitusi berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (4), tidak menyebutkan Pilkada harus langsung. Konstitusi hanya menegaskan Pilkada harus demokratis. Frasa “demokratis” ditafsirkan legislator sebagai pemilihan langsung oleh rakyat lewat Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Konstitusi juga tidak menyebutkan Pilkada dipilih dalam sebuah Pemilihan Umum. 
Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) yang mengatur mengenai pemilihan anggota DPRD yang secara tegas disebutkan dipilih dalam sebuah Pemilihan Umum. Pasal 18 ayat (3) berbunyi:
“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.”

Bila mencermati ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), maka pelaksanaan putusan MK No 135/2024 berpotensi melanggar konstitusi. Konstitusi UUD 1945 memisahkan pemilihan anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dengan Pilkada. Tetapi Putusan MK justru ingin menggabungkan pemilihan anggota DPRD dengan Pilkada dalam satu Pemilihan Umum tersendiri yang bersifat lokal. 
Putusan MK yang memasukkan Pilkada ke dalam rezim Pemilu juga menabrak pasal 18 ayat (3) yang mengatur Pilkada tidak “final” dipilih langsung. Konstitusi hanya menyebut Pilkada dipilih secara demokratis. Akan tetapi Putusan MK No 135 yang memasukkan Pilkada ke rezim Pemilu sudah “mengunci” Pilkada harus langsung. 
4. Kewenangan MPR
Penerapan Putusan MK No 135 yang mengotak-atik pasal 22E ayat (1) dan (2) serta Pasal 18 ayat (3) dan (4), juga mengandung offside. MK melampaui kewenangannya yang hanya menguji norma UU terhadap UUD. Dampak putusan MK No 135 seolah-olah MK ingin memaksa mengubah (amandemen) UUD 1945 pasal 22 E ayat (1) dan (2) serta Pasal 18 ayat (3) dan (4).
Agar  pelaksanaan putusan MK No 135/2024 tidak melanggar Konstitusi maka perlu dilakukan amandemen terhadap pasal 18 ayat (3) dan (4) UUD 1945 yang menjadi landasan hukum pelaksanaan pemilihan anggota DPRD dan Pilkada. 
Berdasarkan konstitusi Pasal 3 UUD 1945, kewenangan mengubah dan menetapkan UUD ada pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MK tidak berwenang mengubah dan menetapkan UUD.

5. Amandemen Terbatas UUD 1945
Berdasarkan tinjauan pasal-pasal konstitusi UUD 1945, khususnya Pasal 22E ayat (1) dan (2) yang mengatur pelaksanaan Pemilu diselenggarakan sekali dalam lima tahun dan Pemilu diadakan untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
Dan tinjauan Pasal 18 ayat (3) dan (4) yang mengatur bahwa Pemilihan Anggota DPRD melalui suatu Pemilihan Umum sedangkan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilaksanakan secara demokratis (tidak dikunci sistem langsung), maka Putusan MK No 135/2024 berpotensi menabrak konstitusi itu sendiri. 
Oleh karena itu, perlu dilakukan amandemen terbatas pasal-pasal dalam Konstitusi UUD 1945 khususnya pasal-pasal yang sudah dibahas di atas yaitu Pasal 22E ayat (1) dan (2) serta Pasal 18 ayat (3) dan (4) agar berkesesuaian. 
Kondisi ini tidak lazim. Seandainya, Konstitusi harus diubah dengan alasan menyesuaikan substansi Putusan MK, hal ini menimbulkan dagelan konstitusi. Idealnya, Putusan Mahkamah Konstitusi lah yang harus menyesuaikan materi konstitusi. 














V. KESIMPULAN 
Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh dilakukan dengan melanggar konstitusi. Konsistensi penegakan konstitusi sangat penting. Dari pembahasan masalah putusan MK  pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan:
1. Substansi putusan MK No 135/2024 berpotensi melanggar konstitusi pasal 22E ayat (1) dan (2)  yang mengatur Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali dan Pemilu dilaksanakan dengan skema lima kotak yaitu memilih Presiden/Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota. Putusan MK mengatur Pemilu Nasional dilaksanakan dengan skema tiga kota. Untuk mengubah Skema Pemilu Lima Kotak menjadi Pemilu Tiga Kotak hanya bisa dilakukan dengan melakukan amandemen terbatas terhadap ketentuan pasal 22E ayat (1) dan (2). Perubahan skema Pemilu tidak bisa dilakukan hanya dengan putusan MK, tanpa amandemen pasal-pasal di atas. 
2. Putusan MK No 135/2024 juga berpotensi melanggar konstitusi UUD 1945 Pasal 18 ayat (3) dan (4) yang mengatur pemilihan anggota DPRD dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilakukan terpisah. Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (3), pemilihan Anggota DPRD dilakukan dalam suatu Pemilihan Umum. Hal ini berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 22E ayat (2).
Sedangkan pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota atau Pilkada dipilih dalam suatu pemilihan yang bersifat demokratis. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan (4) mengandung makna bahwa pemilihan anggota DPRD dan Pilkada diselenggarakan dalam skema berbeda. Sedangkan putusan MK No 135/2024 justru ingin menjadikan pemilihan anggota DPRD dan Pilkada diselenggarakan dalam satu skema yang sama. Perubahan skema pemilihan tersebut hanya bisa dilakukan dengan melakukan amandemen terhadap konstitusi khususnya Pasal 18 ayat (3) dan (4) UUD 1945.
3. Putusan MK No 135 telah melampaui ranah MK yang sebatas menguji Undang-Undang terhadap UUD. Dengan memasukkan Pilkada ke dalam rezim Pemilu, MK telah “mengunci” Pilkada harus sistem langsung. Sementara pasal 18 ayat (4) UUD 1945 memberi fleksibilitas sistem Pilkada dengan menyebutkan “dipilih secara demokratis.” Pasal 18 ayat (4) “tidak mengunci” Pilkada harus sistem langsung. Di sini MK telah menempatkan diri offside ketatanegaraan. Sebab, mengubah UUD merupakan kewenangan MPR. Bukan kewenangan MK. 
4. Mahkamah Konstitusi telah melampaui kewenangannya sebagaimana dinyatakan diatur dalam konstitusi itu sendiri. Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada MK yaitu menguji Undang-Undang terhadap Undang-undang Dasar. Yang terjadi, MK justru mengubah norma dalam Undang-Undang Dasar. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyampaikan beberapa saran :
1. Pemerintah perlu mempertimbangkan secara cermat pelaksanaan putusan MK No 135/2024 agar tidak menabrak konstitusi kita UUD 1945 yang menjadi landasan hukum praktik bernegara. 
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang memiliki kewenangan mengubah Undang-Undang Dasar (UUD) perlu melakukan amandemen terbatas terhadap Pasal-pasal UUD 1945 khususnya pasal 22E ayat (1) dan (2) serta Pasal 18 ayat (3) dan (4). 
3. Bagi DPR dan pemerintah perlu mempertimbangkan untuk penyatuan dan kesatuan hukum Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada.
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